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A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik yang
mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan
efektivitas fungsi fungsi pemerintahanyitu sendiri. Pelayanan publik telah menjadi
isu kebijakan yang strategis karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan
wujud Kinerja arganisasi.

Herbert A. Simon dalam -Pasclong (2611) mengemukakan, organisasi adalah
suatu ren¢ana mengenai\usaha kerjasama yang, mana mempunyai peranan yang
diakui untuk digjalankan dan_kewajiban-kewajiban  atau tugas-tugas untuk
dilaksanakan.

Dalam lingkungan pemerintahan,~sumier daya manusia disebut dengan
pegawai negeri sipil yang bertugas-sebagai-aparatur negara yang memberi pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dengan dilandasi kesetiaan dan
ketaatan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan publik seharusnya meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan untuk
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63 tahun 2003
tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik bahwa segala bentuk

pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, dan di
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lingkungan BUMN atau jasa, contoh pelayanan publik dalam bentuk pelayanan
administrasi yaitu pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) dan skck (surat
keterangan catatan kepolisian), pelayanan dalam bentuk jasa misalnya kantor pos
dan bank. Sedangkan pelayanan dalam bentuk barang seperti pembayaran pajak
yang digunakan untuk pembangunan infrakstruktur negara seperti jembatan dan
jalan tol.

Standar operasional prosedur (SOP) pemerintah diharapakan lebih transparan
mengenai prosedur pelayanan,.pers_.yara_ta_n. administrasi,rincian biaya, dan waktu
penyelesaian, sehingga tidak.'-_ﬁwé.\nye'bjéﬁkén proses pelayanan menjadi rumit.
Komponen standar pelayenan.yang terkait dengan proses/penyampaian pelayanan
meliputi persyaratan, sistem dan prosedur,‘jangka waktu pelayanan dan penanganan
pengaduan.

Seperti dijelaskan’ dalam Utmdang<tindaang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah; sehingga keterlioatanwarga negara dalam pemerintahan daerah,
sehingga daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan
daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat dengan menigkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
republik indonesia nomor 15 tahun 2014 menjelaskan mengenai komponen standar
pelayanan terkait proses pelayanan, yaitu persyaratan, prosedur, jangka waktu
pelayanan, biaya, produk pelayanan, dan penganan pengaduan. Jika suatu instansi
mampu menerapkan standar kualitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa instansi

tersebut telah memberikan pelayanan yang baik.
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Kualitas pelayanan yaitu keadaan dimana tercipta hubungan yang dinamis
antara pengguna layanan dan pemberi layanan. Apabila layanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh pengguna layanan, maka pelayanan
tersebut maksimal.

Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna

layanan, maka pelayanan tersebutetidak maksimal. Baik atau tidaknya kualitas

yaitu masih kurangnya pemahaman aparat Kelurahan dalam sistem administrasi
pelayanan.
Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik di

Kantor Kelurahan Moengko Baru, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso”.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Moengko
Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di

Kantor Kelurahan Mo aru Kecamatan Poso Kota Kabupaten

blik DI Kantor Kelurahan

mempengaruhi  Kualitas
Pelayanan Publi Ka elurahan Moengko Baru Kecamatan
Poso Kota Kabupaten Poso.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang di harapkan dari penelitian Kualitas Pelayanan Publik di
Kantor Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso
adalah :
a. Manfaat secara akademis
Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kualitas

pelayanan serta untuk penyusunan proposal & skripsi sebagai syarat
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memperoleh gelar sarjana di Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik di
Universitas Sintuwu Maroso Poso.

b. Manfaat secara praktis
Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi
dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai

pelayanan di kanto ahan Moengko Baru sebagai peningkatan
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